BAB IV
ANALISISTERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NO.253/PID.B/2011/PN.SMG. TENTANG TINDAK
PIDANA TURUT SERTA DALAM PENCURIAN DISERTAI DENGAN
KEKERASAAN

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Semarang No.253/Pid.B/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana Turut
Serta Dalam Pencuriaan Disertai Dengan K ekerasaan,

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang ke&knasa

kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdek& nmdmyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan kamidas Pancasila demi
terselenggaranya negara hukgim.

Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas telahtali dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekualsehakiman, begitu
pula rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, ddhuasengenai bidang
acara pidan&’

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana
mempunyai tugas untuk tidak boleh menolak mengeaibuatu perkara
dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelaeria ia wajib menggali
hukum yang tertulis dan memutuskan berdasarkan rhulaebagai orang
yang bijak dan bertanggung jawab penuh kepada TWhag Maha Esa, diri

sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Kewajitaimh yang aktif

®pr. Bambang Pornomo, S.@rientasi Hukum Acara Pidana Indonesk¥éngyakarta:
Amartha Buku, 1988, him.30

0 prof. Dr. Jur. Andi Hamzatjukum Acara Pidana Indonesidakarta: Sinar Grafika,
2008, him.100
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demikian itu berkaitan dengan kewajiban hakim sabpgnegak hukum dan
penegak keadilan, wajib menggali, mengikuti, danmaeami nilai-nilai
hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tugas hakim di bidang pengawasan pelaksanaan pupgeadilan
diperuntukkan bagi kepastian tentang dilaksanakanmgsil ahkir proses
perkara, berupa keputusan hakim, agar hukum metepekewibawaan di
hadapan masyarakat yang tata kehidupannya disuskdadarkan hukum.
Sedangkan tugas pengamatan dimaksudkan untuk meletp&epastian agar
akibat dari putusan hakim dapat memperoleh eféddifidari penjatuhan
pidana yang diterapkan, dan mempunyai manfaatdedgip orang terpidana
untuk menginsafi kembali ke jalan yang benar, sedafaat bagi masyarakat
untuk mendapatkan ketentraman serta keseimbangup liermasyarakat,
guna mempertahankan terselenggaranya tertib $osial.

Sebagaimana telah dibicarakan secara sepintas batmkaman
dijatuhkan terhadap pribadi orang yang melakukajahedan pidana.
Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana meaka@dhukum pidana
dengan bagian hukum yang lain, hukuman dalam hugigana ditujukan
untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup tgaatyr.

Tujuan pemidanaan merupakan suatu hal yang perlang perlu
dikaji lebih lanjut, ternyata hakim dalam menjatahkpidana masih terikat
pada pandangayuridis sistematisArtinya hakim selalu meredusir kejadian

dengan hanya memperhatikan atau mengutamakan-faktor yangyuridis

" Ibid, hal.31
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relevantsaja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yangyaegkut diri
terdakwa’?

Dari hasil persidangan, hakim dalam memutuskan mmakuterhadap
terdakwa Yono menggunakan teori pemidanaan gabungjamana teori
tersebut adalah gabungan dari teori absolut atabasan dan teori maksud
atau tujuan. Dari teori gabungan tersebut dihamapkah hakim bahwa dalam
menjatuhkan hukuman dapat menegakkan hukum sedibif-a bagi pelaku
dan korban, sehingga tercipta keadilan bagi keduaRgnjatuhan hukuman
yang diberikan diharapkan dapat dijadikan balasas kejahatan yang telah
dilakukan pada terdakwa dan menjadikan terdakwaa bigenginsyafi
perbuatan yang dilakukan dan bertujuan bagi terdakwtuk tidak akan
mengulanginya dikemudian hari, serta menjadi pagaardalam masyarakat
untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yangagitaoleh hukum.

Adapun yang manjadi dasar pertimbangan hakim datematuhkan

hukuman terhadap terdakwa Sri Haryono alias Bolig$ & ono bin Suharno

dalam putusan perkara No0.253/Pid.B/2011/Pn.Smg,inggh terdakwa

dikenakan hukuman penjara 2 tahun 8 bulan.

1. Hakim menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta muwang terungkap
di persidangan, bahwa unsur-unsur pidana dakwaamnpg umum pasal

365 ayat (2), ayat (3) KUHP adalah sebagai berikut

2prof. Muladi, S.H, Dr. Barda Nawami, S.Feori-Teori dan kebijakan Pidan®&andung: Alumni,
1998, him.115.
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Unsur barang siapa :

Bahwa unsur “barang siapa” dalam kitab undang-ugdaurkum
pidana (KUHP) memberikan arah tentang subyek hulamu setiap
subjek hukum dalam hal ini yang dapat dipertanggyagabkan
perbuatannya atau siapa saja yang menunjuk padikipgndak pidana”
yaitu siapa saja orang yang harus dipertanggundgjeavaatas perbuatan
yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapati anampu
bertanggung jawab terhadap perbuatannya di pegadarBerdasarkan
keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa de&ttkung adanya
bukti, terungkap bahwa pelaku tindak pidana peaouryang disertai
dengan kekerasan adalah terdakwa Sri Haryono #ba® bin Suharno
dan terhadap perbuatan terdakwa tidak ada alasabgmar atau alasan
yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidanagaDedemikian
unsur ini telah terpenuhi.

Unsur mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara
melawan hak.

Yang dimaksud dari unsur di atas adalah :

- Adanya niat sebelum terlaksanakannya pengambileangayang akan
dicuri.

- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secasdaman hukum,
berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiadadekm barang yang
dimiliki.

- Adanya niat sebelum terlaksanakannya pengambileangayang akan
dicuri.
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- Adapun barang yang diambil adalah milik orang lamuk dimiliki

tanpa adanya kerelaan dari si pemilik barang.

Bahwa perihal unsur kedua “mengambil barang sestaatg sama
sekali atau sebagian kepunyaan orang lain deng&sudaintuk memiliki
secara melawan hak” adalah merupakan tujuan ddakyeperbuatan
tersebut agar barang yang diambil dapat dimiliki.

Bahwa kesengajaan menurut teori ilmu hukum dakepeibangan
hukum dipidana praktek yang didasarkan atas doklaimjurisprudensi
memiliki arti bahwa pelaku memiliki niat atau meikiilkehendak illen
dan wetteh di dalam melakukan sesuatu perbuatan, dan kesemgdi
sini meliputi : sengaja, sebagai maksud atau tyjs@mgaja sebagian
kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keteray@asaling
bersesuaian dengan keterangan terdakwa, terbuktvebgang dilakukan
terdakwa merupakan tindak pidana secara sengajakukeln sesuatu
dengan menyadari dan mengetahui dengan pasti akibaf akan
ditimbulkan karena mengambil barang sesuatu dengaksud untuk
memiliki secara melawan hukum. Menurut pertimbangasebut menurut
hakim unsur “Mengambil barang sesuatu barang yamgassekali atau
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untukiliki secara
melawan hak” telah terpenuhi dan telah dibuktik@atasa syah dan

meyakinkan.
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Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasaan atau
ancaman kekerasaan terhadap orang dengan maksud untuk
menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap
tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang
turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya
barang yang dicuri itu tetap ada ditanggannya.

Yang dimaksud dari unsur di atas adalah :

- Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasaipetum dilakukannya
pencurian, perbuatan kekerasaan ini dimaksud umekpersiapkan
atau mempermudalifsur subjekt)fdalam pencuriannya.

- Dan apabila dalam pencurian yang dilakukan ituategkap tangan
adanya kesempatan bagi dirinya atau bagi kawanngzk unelarikan
diri dengang membawa barang yang dicurinya untoklid.

Dalam unsur ini terdakwa Sri Haryono alias Yono Biuaharno
membantu melakukan kejahatan pencurian yang dilkuengan cara
membunuh korban terlebih dahulu, yang telah dineakan Andi dan
Ragil (dalam berkas penuntutan yang berbeda) sebghi Di mana
terdakwa Yono membantu dengan cara memegangi kedki&orban dan
Andi melakukan pembunuhan dengan cara membacokr Ikbdan
dengan golok. Dalam unsur ini terdakwa ikut berpdengsung dalam
kejahatan yang dilakukan bersama Andi sampai tunBesdasarkan
keterangan saksi-saksi, dan bukti yang diperlimatipersidangan telah

diperoleh faktayuridis bahwa yang diambil sebuah motor Yamaha Vega
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ZR serta barang-barang korban lainnya. Dengan damikinsur ini
terpenuhi.

Unsur Yang Mengakibatkan Mati Atau Meninggal Dunia.

Dalam unsur ini adalah tindak pidana pencurianrgiselengan
kekerasan terhadap terdakwa telah mengakibatkanyaattau meninggal
dunia korban Bayu Saputra. Dan berdasarkan fakta-fgang terungkap
di persidangan vyaitu bukti Visum Et Repertum Nomar
R/22/111/2011/Dopkol, tanggal 12 Maret 2011 dari rRah Sakit
Bhayangkara telah memeriksa jenazah Bayu Saputdapat tanda
kekerasan benda tajam berupa luka terbuka padayahg menyebabkan
terputusnya saluran pembuluh darah pada leherudangt leher ke-lima
sampai ke-tujuh hingga menyebabkan kematian padkodban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hakinvdaemua
unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan terbuldialeva yang melakukan
perbuatannya. Maka dakwaan penuntut umum telaht dadipaktikan
secara sah menurut hukum dan sekaligus hakim teiemperoleh
kenyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan peaboaya.

a. Perbuatan yang dilakukan terdakawa telah meresankayarakat.dan
merugika bagi pihak lain.

b. Barang yang telah dicuri tersebut digunakan unteektingan pribadi
yang mana telah merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan uraian di atas hakim dalam memutuslakam
tersebut telah memperhatikan hal-hal yang baik lslamk yang terdapat

pada diri terdakwa agar tercapai kemaslahatan. tlBegiga hakim
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Pengadilan Negeri Semarang memutuskan perkara ktingidana
pencurian disertai dengan kekerasaan mempertimbangkl-hal yang
dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringaekdakwa sebagai
berikut :

Hal yang memberatkan terdakwa adalah :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yaksi korban.

Hal yang meringankan terdakwa adalah :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan darusetérang.
- Terdakwa masih dibawah umur / anak-anak.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ddak tekan

mengulangi perbuatanny?.

Berdasarkan uraian di atas, menurut analisa ebahwa hakim di
dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa telatmpesimbangkan
unsur-unsur yang terdapat pada pasal 365 KUHP yaegjerat diri
terdakwa, namun menurut penulis hakim dalam mehmkain hukuman
terhadap terdakwa kurang tepat dengan tindak pigang telah dilakukan
terhadap terdakwa. Dimana dalam putusan hakimkesd&aanya dihukum 2
tahun 8 bulan, menurut penulis seharusnya terda#fijguhi hukuman
dengan yang diajukan oleh jaksa penuntut umumy yathun penjara atau
bisa juga dijatuhi hukuman sama dengan pelaku utddaam hal ini
meskipun terdakwa hanya ikut membantu dalam prgsesmbunuhan

terhadap korban, tapi dalam diri terdakwa sebelanteiah adanya niat dan

”® Hasil wawancara dengan Bapak Dolman Sinaga, Slakiselakim Pengadilan Negeri
Semarang tanggal 19 April 2011.
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unsur kesengajaan, yaitu terdakwa membantu melakp&ebunuhan pada
korban bahkan itu dalam keadaan sadar.

Menurut hukum pidana positif dalam kasus ini, tkvda Yono bisa
dikatakan pelaku turut serta melakukan tindak padémededadéer Dalam
kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, kegdeidentik dengarook
yang dalam bahasa Indonesia artinfjaga’. Jadi, mededader berarti
“dader” juga. Prof Satochid Kartanegara menerjemahkan daelde dengan
“turut melakukan”, Lamintang dengan“pelaku penyerta” atau turut
melakukan”, Mr. M.H Tirtaatmidjaja menerjemahkannyfengan Kkata
“pbersama-sama’. Antara kata“turut melakukan” dengan katdbersama-
sama” pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun padanoga dalam
pengertian sehari-hari cenderung digunakan istiEzBama-sam#.

Menurut Prof Satochid Kartanegara yang dikutib diebf. Muladi,
S.H, Dr. Barda Nawami, A, S.H dalam bukunrieori-Teori dan kebijakan
Pidang berpendapat bahwa untuk adamyadedadeharus dipenuhi 2 (dua)
syarat, yakni :

1. Harus adanya kerja sama secara fisik.
2. Harus ada kesadaran kerja sdma.
Adapun Syarat adanyaedepleger
1) Ada kerjasama secara sadaeWuste samenwer-king)
- Dalam hal ini adanya kesadaran bersama, ini tidekarb ada
pengertian mufakat lebih dulu; cukup apabila adagpdian antara
peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan topesmcapai hasil

yang sama, yang penting ialah harus ada kesenggitan

’* Prof. Muladi, S.H, Dr. Barda Nawanp cit, him.81
S Op cit him.82
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a) Untuk bekerja sama (yang sempurna dan erat), dan
b) Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-ngda
Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya
menghendaki untuk menganiaya, sedangkan kawannggheedaki
matinya si korban. Penentuan kehendak atau kessmganasing-
masing peserta itu dilakukan secara normative.
2) Ada pelaksanaan bersama secara figgzamenljike ultvoering/physleke
samenwerking).

a. Persoalan kapan dikatakan ada perbuatan pelaksanaampakan
persoalan yang sulit, namun secara singkat dapatadtian bahwa
perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang laggeanimbulkan
selesainya delik. Yang penting disini harus adgaksama yang erat
dan langsung. Kemudianedepleger harus mempunyai kualitas
sebagai pelaku. Dalam hal ini ada dua pendapat :

1) Pendapat pertama : “harus”.

- Medepleger adalah suatu bentuklederschap (keadaan/sifat
pelaku pembuat); orang turut serta melakukan adadshbuat
(dader) apabila ada beberapa orang bersama-sama melakukan
delik, maka mereka itu timbal balik terhadap saama lain
disebut pembuat peserfaededader)Pembuat peserta sebagai
pembuat harus mempunyai semua sifat yang oleh mamus
undang-undang disyaratkan untuladerschap.Barang siapa
tidak dapat menjadi pembuat tungdalleendader)juga tidak
dapat dinamakan pembuat pesdneededader)Sifat-sifat atau
perilaku keadaan pribadi yang menentukan dapataliginya
perbuatan, hanya berlaku pada pembuat peserta yang
mempunyai sifat-sifat tersebut. Pendapat pertaimgianut oleh

: Simons dan van Hamé&.

¢ Barda Namawi AriefSari Kuliah Hukum Pidana [ISemarang: Badan Penyediaan
Bahan Kuliah fakultas Hukum UNDIP, 1999, him.33.
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2) Pendapat kedua : “tidak harus”

- Pendapat kedua ini diikuti oleh Pompe. Demikian apul
yurisprudensi, yaitu dapat dicontohkan dalam Putusan
Pengadilan Negeri Tulunggagung tgl 5 Januari 19989y
kasusnya sbb : A memegang gelang milik orang laituk
dijualkan  suami A menggadaikan gelang tersebutukunt
kepentingannya sendiri, dengan persetujuan A. Dalasus
tersebut A dinyatakan salah melakukan penggelasatangkan
suaminya “turut serta melakukan penggelapan” meskip
suaminya tidak memenuhi semua unsur yang terdagamd
pasal 372. Status A terhadap barang ialah memildagan
melawan hukum barang yang ada padanya bukan karena
kejahatan”, sedang status suaminya terhadap barnaniglah
“menggadaikan barang milik orang lain yang ada rdala
kekuasaanya karena kejahatan” (yaitu ia dapatAlaan tahu

bahwa barang itu bukan milik Aj.

Dari uraian di atas menurut pendapat penulis baendakwa Yono
bisa dimasukkan dalam kualitas sebagai pelaku seua melakukan tindak
pidana, karena terdakwa Yonodalam keadaan sadaarbarsama dengan
Andi telah bekerja sama untuk melakukan tindak médpencurian disertai
dengan kekerasaan, bahkan sebelumnya telah distsurana untuk
membunuh korban. Meskipun peran yang dilakukan digherdakwa hanya
membantu dalam kejahatan yang dilakukan bersama-sdeh terdakwa
Andi, tapi dalam pelaksanaan kejahatan yang dilakukkeduanya
mempunyai peran penting sehingga terlaksananyaugancersebut sampai

selesai.

7 Ibid, him.34.
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Mr. M.H. Tritaamidjaja yang dikutib oleBarda Namawi AriefSari
Kuliah Hukum Pidana limenjelaskan maksud “bersama-sama” adalah suatu
syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalahyad“keinsyafan
bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja fbersama itu. Dengan
perkataan lain, mereka itu secara timbal-balik $ianengetahui perbuatan
mereka masing-masing. Dalam sementara itu, tidpkridikan bahwa lama
sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu peusetupntara mereka.
Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaiia tindak pidana itu,
telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerja s@rang yang bersama-
sama melakukan tindak pidana itu, timbal balik d&eggung jawab bagi
perbuatan bersama, berdasarkan penjelasan di jetas, bahwa setiap
perbuatan yang bersama-sama melakukan suata tpidaka bertanggung
jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbalhdéhgkungan kerja
sama tersebut

Analisis Menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Semarang No0.253/Pid.B/2011/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana
Turut Serta Dalam Pencuriaan Yang Disertai Dengan K eker asaan.

Hukum adalah sesuatu yang diucapkan oleh hakim,g yan

menunjukkan kepada keharusan orang yang terhukumemehi sesuatu hak
untuk terdakwa. Maka itulah yang menjadi pegangadinh, baik dia seorang
mujtahid ataupun seoranguugallid ataupun dia seorang yang diperintahkan
memutuskan perkara dengan undang-undang yang siitlatiukan, atau

mazhab yang sudah ditetapkan.

” Ibid,
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Putusan hakim bisa dengan perkataan bisa pula depgduatan,
seperti seorang hakim mengawinkan anak yang masih kang termasuk
kedalam wewenangnya sedang gadis kecil itu tidakpoeyai wali’®

Pedoman yang wajib dipegang oleh hakim dalam meskatuperkara
di dalam figh jinayah, lalah : “ nash-nash yanghgatalalahnya (nash yang
sudah pasti) dan gath’i tsubutnya (nash yang tetagk al-Qur'an ataupun
As-Sunnah dan hukum-hukum yang telah dijmakanu atang mudah
diketahui dari agam®.

Dalam hal ini hakim harus memiliki dua pengetahugaitu :
pengertian tentang hukum, dan pengetahuan mengensiiwa hukum yang
senyatanya. Dia harus mengkonstartir peristiwa hukang terjadi, lalu
mengkualifikasikannya, dan selanjutnya mengkonsija dengan
menerapkan hukum yang semestinya pada peristia itu

Pengertian pertanggung jawaban pidana dalam syatah adalah
pembebanan seseorang dengan akibat perbuatanidataadanya perbuatan
yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimarengo tersebut
mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannyaDiglam syariat Islam
pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal :

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, da

3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan itu.

”® Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddi@eradilan Dan Hukum Acara Islam
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hal.61

% bid, hal.62.

* Ibnu Qayyim Al-JauziyahHukum Acara Peradilan IslanYogyakarta: Pustaka Pelajar,
2006, hal.2.



75

4. Apabila dari tiga hal tersebtf.
Apabila terdapat tiga hal tersebut, maka terdapda pertanggung

jawaban, demikian orang gila, anak di bawah umian@ yang dipaksa dan
terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, kareswsar unsur
pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Feasha

pertanggungjawaban pada mereka ini didasarkan kega@ur’an dan hadits

Nabi. Dalam surah an-Nahl ayat 106 disebutkan tgnt@ang yang dipaksa.

CRO 4 K 0O2DeE GIIQE *Foa R $OXKIHE T8
LxPPENOPORY OE€EQO€EIHL S0 OMEOIEAL JIIe%
ANe©-«: IO% TNETwed o ©O06“%w o R

SR ORERD = S-x0308O PO HAAEM wa o N
RESKIOOR OV * o de @it s SEN
&R EFQ P JHOY, >R

Artinya :“Barang siapa yang kafir kepada Allah skte ia iman, kecuali
orang ynag dipaksa sedangkan hatinya masih tetsgn,inetapi
orang yang terbuka dadanya kepada kekefiran maksanatas
mereka amarah Allah dan baginya siksaan yang b¢®&. An-
Nahl : 106)°

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam &dman Abu
Daud disebutkan :
B3 e 2l gy las e 0 Jo A 32g 06 1206 @ g st 2
A&l e T B B g by B W e
“Dari Aisyah ra. la berkata : telah bersabda Roslldin saw :Dihapuskan

ketentuan dari tigas hal, dari orang yang tidur gghia bangun, dari orang
yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecilgaira dewasa®*

82 .
Ibid,
® Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan terjgmga, Semarang: PT Karya
Toha Putra, tt, him.59
#Jalaluddin As SayuthAl Jami’ Ash Shagir, Juz,|Dar Al Fikr, Beitur, tt, hin24
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Hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan astapa, atau
akibat-akibat yang tidak menyenangkan yang dibaritt@ngan sengaja oleh
badan yang berwenang kepada seseorang yang catapuhhukum yang

telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah segigliffinisikan

oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut :

B A o b sstd sslieg) 7l s s 340

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk meidara
kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggara@s aketentuan-
ketentuan syara®®

Hukum dianggap mempunyai dasar (syari’at) apalailalidasarkan
kepada sumber-sumber syara’, seperti al-Quran,uasgh, Ijma’, atau
undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yangebang g¢lil Amri)
seperti dalam hukuman ta’zir. Dalam hal hukumaetdpkan olehulil amri
maka disyariatkan tidak boleh bertentangan dengetenkuan-ketentuan
syara’. Apabila bertentangan, maka ketentuan hukuman ketrsmenjadi
batal.

Dengan adanya persyaratan tersebut, maka seorkimg tidak boleh

menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendilaupun

® Drs. Ahmad Wrdi MuslihPengantar Dan Asas Hukum Islam (Fikh Jinayakakarta:
Sinar Grafika, 2006, him.76

8 Abdul Qadir AudahAt-Tasyri Al-Jina’iy Al-Islami, Juz, IDar al-Kitab al-Araby,
Beitur: tt, him.609
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berkenyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baiklelsih utama daripada
hukuman yang telah ditetapk&h.

Sebagian masyarakat mungkin menduga bahwa syasikm I
memberikan kewenangan kepada hakim untuk bertisgalenang-wenang
dalam menjatuhkan hukuman. Dugaan itu tentu sajapakan dugaan yang
keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal iselthbkan oleh ketidak
tahuan mereka tentang hukum Islam. Syariat Islanmivagi hukuman

kepada tiga bagian, yaihudud, gishasidanta’zir.

Hukuman Hudud dan gishashmerupakan hukuman-hukuman yang
telah ditentukan olelsyara’ dan tidak ada peluang bagi penguasa (hakim)
untuk menguranginya, menambahnya, atau menggantieggan hukuman
yang lain. Pencurian misalnya, hukumannya adalabngotangan, apabila
tindak pidana tidak dapat dibuktikan, maka hakidaki berwenang untuk
menghukum pencuri dengan hukuman potong tanganjakeada alasan-
alasan yang sah yang dapat menghalangi dan mengigngya, seperti
pencurian oleh ayah terhadap harta anaknya. Detganikian kewenangan

Hakim dalamjarimah hududdangishashsangat terbata.

Adapun dalamjarimah yang hukumannyata’zir, dalam hal ini
kewenangan hakim sangat luas, tetepi tidak bdralkti bertindak sewenang-
wenang. Hal ini oleh karenayara’ menetapkanta’zir dengan cara

menetapkan sekumpulan hukuman, mulai dari yanghgaiingan seperti

¥ Drs. Ahmad Wardi Muslihop cit, him.141
88 .
Ibid.
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peringatan sampai yang sangat berat seperti hukomagin Dengan konteks
ini, hakim diberi keleluasaan untuk memilih mana atitara hukuman-
hukuman tersebut yang paling sesuai dengan tindd&n@ dan kondisi
pelakunya, juga dalam menetapkan jumlah besarnianman, dari hukuman
yang paling rendah sampai hukuman paling tinngmiian yang luas
kepada hakim tersebut memberikan kemudahan baginitk menetapkan
suatu perkara pada posisinya dan menghukum pektkgad hukuman yang
menjaga masyarakat dari perbuajanimah, sekaligus memperbaiki pelaku

dan mendidikny&?®

Orang yang dibebani pertanggungjawaban suatu kejhadalah
orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Adapgwkuman yang
diberikan harus setimpal dengan apa yang telahrluipé para pelaku,
pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk meamnaliketentraman dan
ketertiban masyarakat, atau dengan perkataan ldalala sebagai alat
menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karenaéisarnya hukuman
harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tyadk boleh melebihi
apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingasyaekat atau kurang
dari yang diperlukan untuk menjauhkan akibat-akithatuk dari perbuatan

Jarimah®®

Pada tindak pidana pencurian disertai dengan kskeramisalnya

para pelaku akan mendapatkan sanksi masing-maaimg sesuai apa yang

8 |bid. him.142
“ahmad HanafiAsas-Asas Hukum Pidana Isladakarta: PT Bulan Bintang, Cet 5, 1993,
him.156
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dilakukan. Dalam hukum Islam sanksi para pelakuimi@sdapat perbedaan
pendapat dikalangan fugaha. Dalam syariat Islarkimhatau majlis hakim

yang akan memutuskan suatu perkara harus memparigkén dengan akal
sehat dan kenyakinan dan perlu adanya musyawaeblagaimana firman
Allah SWT dalam surat al-Imron ayat 159 :

F ORI B BOITT Do Fe ORNX DLIOZ T XA €0....

OQRO @ * Fo e QMR P d 00 dec B SEHDIR
xRN e @00 ECON a3 OHN 70 A Fo S
XLARNY D

Artinya *......Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalamsaru itu,
kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertawakallah kepada Allah”. (Qs.Ali Imran : 159)

Dari penggalan ayat di atas, bisa dikatakan bahekinh dalam
memutuskan perkara wajib mempertimbangkan hal-hagyterdapat pada
pelaku tindak pidana. Suatu tindakan dapat dikateebagai tindak pidana

menurut hukum pidana Islam, apabila memenuhi unssw tertentu, yaitu :

1. Adanya nash yang melarang dan mengancam hukumatayadisebut
dengan unsur formil.

2. Adanya tingkah laku atau perbuatan yang membeutiukah baik berupa
perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat atauwisgtsur materiil.

3. Pelakunnya adalah orang mukallaf (orang yang dagamnintai

pertanggung jawaban atas perbuatannya) atau ursilr’i

Dalam hal ini dikatakan suafarimah, apabila ketiga unsur di atas
telah terpenuhi. Disamping unsur umum yang terdppda tiap-tiagarimabh,

juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikeenhukuman, agar dapat

*bid, him.6
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mencapai kemaslahatan dan keadilan. Karena tujeamtphan hukuman

adalah agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadila

Adapun unsur-unsur yang terdapat tindak pidanat tseuta dalam

pencurian disertai dengan kekerasan menurut huklam]:

a. Unsur formil yaitu : adanya nash atau ketetapam yaanjelaskan bahwa
perbuatan itu sebagai jarimah atau tindak pidaadi Suatu perbuatan
dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali deadanaya nash.

b. Unsur materiil yaitu : adanya perbuatan melawaruhulgang benar-benar
telah dilakukan atau adanya tingkah laku yang nesruk tindak pidana
baik berupa perbuatan nyata baik berupa perbuatata maupun sikap
tidak berbuat.

c. Unsur moral yaitu : adanya niatan pelaku untuk kétan tindaka pidana,
unsur ini berhubungan dengan tanggung jawab pigang hanya dapat
dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat demiliki kebebasan
untuk berbuat?

Turut serta secara langsung terjadi apabila oraagep yang
melakukanjarimah dengan nyata lebih dari satu orang. Pengertiankuakéan
jarimah dengan nyata di sini adalah bahwa, setiap oramg yarut serta
secara langsung itu masing-masing mengambil bagecara langsung,
walaupun tidak sampai selesai ataupun sampai s®jasaerbuatan yang
dilakukan cukup dianggap sebagai turut berbuatradaagsung (turut serta).
Apabila seseorang telah melakukan perbuatan yapgndang sebagai

permulaan pelaksanag@rimahitu.

*2 |bid, him.64
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Turut serta secara langsung adakalanya dilakukearasekebetulan
saja dan adakalanya dirancanakan lebih dahuluy kedga sama itu secara
kebetulan saja maka disebuawafuq’ dan kerja sama yang direncanakan
lebih dahulu disebuttdmalu”.

Contoh tawafuq adalah : A sedang berkelahi dengan B, dan C yang
mempunyai dendam kepada B kebetulan lewat
dan ia turut mengayunkan pisaunya ke perut B,
sehingga akhirnya B meninggal dunia. Dalam
contoh ini A dan C bersama-sama membunuh
B, tetapi antara mereka tidak ada pemufakatan
sebelumnya. Sedangkan contamalu’ adalah
A dan B bersepakat untuk membunuh C,
kemudian A mengikat korban (C) dan B yang
memukulnya sampai akhirnya mati.

Dalam contoh ini A dan B dianggap sebagai pelaku arang yang
turut berbuat secara langsung atas dasar pemufakgatanggungjawaban
antara tawafuq dan tamalu’ itu berbeda, Kalauawafuq masing-masing
peserta hanya bertanggung jawab atas akibat parbat sendiri dan tidak
bertangguang jawab atas akibat perbuatan orang Bédangkan pada
tamalu’ para peserta harus mempertanggungjawabkan akibdtugian
mereka secara keseluruhan, kalau korban misalnyapasamati maka
masing-masing  peserta dianggap sebagai pembtpethedaan
pertanggungjawaban di antara kegaranah tersebut sesuai dengan kaidah :

B Dl b b alab s o s IS Sl

“Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dal&keadaan tawafuq
dituntut berdasarkaperbuatannya masing-masirg”.

> Op Cit, Ahmad Wardi MuslichPengantar dan Asa-Asas Hukum Pidan Islam fikih yka
him.68

% Abdul Qodir AudahAt-Tasyri’ al-Jina’l Al-Islami,Bairut: Dar Al Kitab Al Arabi, tt, him.360
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HU B sl s b 15 6 i 35 I

“Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalapadaan tamallu’
dituntut darai hasil keseluruhan perbuatan yangituserbuat jarimah”.*

Dengan demikian, menurut penulis bahwa putusandiélag Negeri
Semarang No0.253/Pid.B/2011/PN.Smg. tentang tindialana turut serta
dalam pencurian disertai dengan kekerasan yankgudtéa oleh Sri Haryono
alis Yono bin Suharno, dengan hukuman pidana 2ntéhtulan menurut
penilis kurang maksimal, karena menurut penuli@mahukuman jarimah
turut sertaditentukan oleh peran perbuatan masing- masing yéakukan
para pelakgarimah.

Terdakwa dikategorikan turut serta dalam pencuridengan
kekerasan, yaitu membantu membunuh korban kemudergambil barang
milik korban. Hukuman yang seharusnya sesuai depgaal yang dilanggar
yaitu pasal 365 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP deqgt tindak pidana
pencurian disertai, didahului, diikuti dengan kelsan dipidana penjara
paling lama 9 tahun penjara atau lebih yaitu 12na#dapun dalam hukum
pidana Islam terdakwa Yono dalam turut serta médakukejahatan yaitu
membantu saudara Andi dalam membunuh korban, mepenulis terdakwa
dihukum karena hanya ikut membantu dalam melakugambunuhan
terhadap korban sampai selesainya kejahatan teérsidui terdakwa Yono
dapat dihukum ta,zir sesuai dengarmmah yang dilakukan oleh terdakwa.

Kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Ne§ermarang

No0:253/Pid.B/2011/PN.Smg tentang tindak pidana ttuserta dalam

% |hid,
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pencurian disertai dengan kekerasan, jika dilirei Hukum pidana Islam
menurut pendapat penulis dapat dikategorij@imah pencurian Adapun
penjatuhan hukuman pada terdakwa Sri Haryono al@so bin Suharno
masuk dalam perbuatan turut serta secara langsang glisebuttamaly
dalam hal ini terdakwa hanya bertanggung jawab pealsuatannyaendiri,
hukuman yang dapat dijatuhkan oleh terdakwa Yoradadddihukum ta’zir
dimana hukuman tersebut diserahkan dliéh Amri (hakim). Hakim boleh
memilih hukuman yang paling sesuai dengan jenisys¢an yang dilakukan,
pribadi pelakunya, serta faktor-faktor penyebabnya.

Jarimah ta'zir meliputi perbuatan-perbuatan yang diancam dengan
satu atau beberapa hukuntaizir. Ta'zir sendiri berartta'dib (pengajaran)
terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang tidak dikesamanhudud Jadi
ta’zir merupakan hukuman bagi perbuatan pidgaan{ah) yang tidak ada
ketetapan nas tentang hukumannya. Dilihat dari leskierdaannyata’zir
sama dengahudud yaitu sebagaia’dib menuju kemaslahatan dan sebagai
pencegahan umum yang macam hukumannya berbedadesdai jenis
perbuatan dosa yang dilakukannya. Jika parsmah hududhukumannya
sudah ditentukan dan tidak bisa diubah atau digaméika jarimah ta’zir
hukumannya bermaca-macam, mulai dari nasehat atamgptan, dera,
penjara dan lain-lainnya bahkan sampai pada hukumatn kalau yang

bersangkutan benar-benar membahayakan.

% Muhammad Syahrur, Limitasi Hukum Pidana Islam, &amg : Walisongo Press,
2008, hal:35



